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ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap wartawan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah payung hukum untuk melindungi wartawan dalam menjankan tugas jurnalistiknya. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan perlu mendapat perlindungan hukum untuk memastikan bahwa wartawan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, wartawan dalam menjalankan profesinya kerap kali mengalami ancaman berupa pelarangan liputan, dan ancaman pidana terhadap pemberitaan yang wartawan liput. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif (legal research) yaitu metode penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari perspektif normatif. Dalam penelitian ini memokuskan norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan yang mengatur tentang perlindungan wartawn dalam menjalankan kerja jurnalistik dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Proses analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif dari hal umum ke khusus dengan bahan primer dan bahan sekunder kemudian menggunakan metode kualitatif dengan analisis bahan hukum non-statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan wartawan belum merasakan rasa aman terhadap wartawan terhadap pihak yang dirugikan terhadap pemberitaanya dan terdapat perdebatan mengenai Undang-Undang Pers lebagai lex specialis atau lex generalis. Pelaksanaan Pasall8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum maksimal karena terdapat berbagai penafsiran...
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ABSTRACT
The reseach objective is to examine the legal protection of jurnalist in Law the Press, and to assess the implementaion of legal protection for journalists based on Law on the Press. Law of the Press serves as an overarching legal instrumen to safeguard journalists in the discharge of their journalism reponsbilities. In carrying out their duties, jurnalistis require legal protection to ensure their adherence to applicable regulation. However, jurnalists often encounter therats in the form of reporting bans and criminal intimidation stemming forim their reporterd news. This study employs a normative legal research methodology, enthailing the analysis of legal norms form a normative perspective. The study focuses on legal norms pertailing to the Press Law, the Journalistic Code of Ethics, and regulation govering the protection of journalists in the exercise of their journalists work. The analysis utilized both primary and approach, moving form general to specific, while secondary legal material are analyzed using a qualitative approach. The finding of the study reveal that the legal framework for providing to journalists has not  yet instilled a sense of security in jurnalists agains parties aggrieved by their reporting. Additionaly, the exists a debate regarding wether the Press Law constitute a lex specialis or a lex generalis. Furthermore the implementation of the Press Law has not been maximized due to various interpretations particularly of Article 8.
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A. PENDAHULUAN
Pers muncul di Indonesia sejak zaman pemerintah kolonial Belanda lalu berkembang dari era kemerdekaan sampai sekarang. Pers mempunyai mandat untuk mendukung, memelihara serta menjalankan pemenuhan informasi berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahtaraan manusia.”
Pers di Indonesia dalam tatanan demokrasi memiliki ciri khas yaitu kebebasan dan independensi. Dalam demokrasi, pers tidak menjadi bagian dari badan resmi negara atau pemerintah. Sebagai lembaga yang menjalankan demokrasi, pers bersifat otonom menjalankan jurnalistik secara independen. 
Terdapat dua istilah mengenai ‘‘kebebasan pers’’ dan “independensi pers”. Hal ini memiliki benang merah mengenai pers sebagai industri, sebagai usaha ekonomi baik secara politik. Kebebasan pers dan independensi berimplikasi sebagai pers melakukan usaha mencari laba. Mengenai kebebasan pers ada sebutan lain yang menyebutkan kemerdekaan pers (freedom of press) adalah diperbolehkan melakukan segala sesuatu sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain. Wartawan berperan krusial dalam kegiatan jurnalistik. Ketika menjalankan kerja jurnalistik maka wartawan membutuhkan rasa aman serta berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Joseph Pulitzer wartawan adalah kekuatan utama dari pers. Pekerjaan wartawan merupakan profesi yang memadukan pengetahuan serta keterampilan menulis. Wartawan juga mempunyai tuntutan memiliki kemampuan mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah dasar hukum perlindungan wartawan dari perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Namun, dalam menyampaikan informasi kepada khalayak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kerapkali tindakan kekerasan atau tindakan yang tidak menyenangkan kepada wartawan dengan mengabaikan hak jawab karena seseorang menganggap bahwa berita tersebut merugikan nama baiknya.  Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa wartawan bekerja dengan kebebasan yang bertanggungjawab, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta patuh pada peraturan yang berlaku. Pers merupakan sarana memperoleh informasi. Oleh sebab itu pers sudah seharusnya mendapatkan kebebasannya dan dijamin oleh undang-undang, jaminan terhadap kebebasan pers adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang meruapakan hal penting sebagai payung pelindung.
Berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap wartawan 84 kasus, tahun 2021 terdapat 41 kasus, tahun 2022 terdapat 61 kasus, dan tahun 2023 terdapat 87 kasus. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut, deretan kasus kekerasan terhadap wartawan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, maka tahun 2023 menempati posisi tertinggi selama empat tahun terakhir. 
Dengan rincian, kasus kekerasan terhadap wartawan pada 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1 Jenis Kekerasan Terhadap Wartawan Tahun 2023
	No.
	Jenis Kekerasan
	Jumlah

	1
	Larangan liputan
	10

	2
	serangan digital
	14

	3
	Intimidasi dan ancaman
	26

	4
	kekerasan seksual 
	5

	5
	Perusakan alat kerja
	5

	6
	Kekerasan fisik
	18

	7
	kriminalisasi dan gugatan perdata
	4

	8
	penghapusan hasil liputan 
	7


Sumber: Aliansi Jurnalis Independen, Laporan Situasi Kebebasan Pers 2023. 

Intimidasi dan ancaman merupakan jenis kekerasan terbanyak dari jenis kekerasan lainnya pada 2023 berjumlah 26 kasus. Jenis kekerasan di urutan kedua yaitu kekerasan fisik dengan 18 kasus. Serangan digital dengan jumlah 14 kasus. Larangan liputan sebanyak 10 kasus. Penghapusan hasil liputan 7 kasus. Kekerasan seksual terdapat 5 kasus. Perusakan alat kerja berjumlah 5 kasus. Dan kriminalisasi dan gugatan perdata 4 kasus. 
Sedangkan kasus kekerasan terhadap wartawan beragam, pelakunya terdapat dari aktor negara sebanyak 36 kasus dan aktor non-negara sebanyak 29 kasus serta tidak teridentifikasi 24 kasus. Terdapat 5 narasumber yang dikriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE, KUHP, dan gugatan perdata. Kekerasan terhadap wartawan terjadi lantaran wartawan memiliki peran dalam isi berita. Pengaruh wartawan terhadap pemberitaan dapat dipengaruhi terhadap pemberitaan mengenai persoalan yang diliput. 
Menurut Shoemaker-Reesee menyebutkan bahwa pengaruh terhadap isi pemberitaan karena disebabkan faktor internal dan eksternal. Pengaruh ini terbagi dalam lima level yaitu individu pekerja media (individual level), kerutinan media (media ruintes level), organisasi media (organizational lever), luar media (extramedia level), dan ideologi (ideology level). Terdapat pengaruh dari luar media (extramedia level) yang salah satunya dari pemerintah. Secara teoritis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur dan melindungi profesi wartawan untuk bebas berekpresi dalam melaksanakan tugas mencari informasi. Dimana terlihat bahwa dari beberapa kasus muncul tentang kekerasan terhadap wartawan di atas seolah-olah Undang-Undang Pers hanyalah peraturan tertulis tanpa ada realitas paktiknya dalam melindungi wartawan. Bertolak dari uraian di atas maka peneliti menilai terdapat masalah yang diangkap pada penelitian ini merupakan satu kondisi yang menarik untuk melakukan penelitian. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: “KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN WARTAWAN DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research). Metode penelitian hukum normatif adalah cara melakukan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini memokuskan pada norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kode etik jurnalistik, dan peraturan Dewan Pers. Yang dimaksud penelitian hukum yuridis mengacu pada studi kepustakaan yang ada, dan data sekuder yang digunakan. Sedangkan pada penelitian hukum secara normatif dimaksudkan dengan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan normatif mengenai keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan yang dain serta penerapan dalam praktiknya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. [bookmark: _Toc172118048]Pelaksanaan Perlindungan  Hukum Terhadap Wartawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini, mempunyai tujuan untuk memayungi, mengayomi, menindaklanjuti, memberikan kepastian hukum terhadap wartawan, serta lembaga yang terlibat dalam Undang-Undang. Pada tujuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan serta menjamin keberlangsungan dari kemerdekaan pers terhadap wartawan, peneliti memokuskan pada argumen tentang perlindungan wartawan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa, “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”. Dengan penjelasan pada Pasal 8 ini, menerangkan dengan maksud bahwa, “Perlindunfan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
Makna perlindungan hukum dalam Pasal 8 adalah dasar pembenaran terhdap wartawan dalamm menjalankan profesinya. Maka, selama ketentuan tersebut tidak dilanggar wartawan tidak boleh dihukum ketika wartawan memperjuangkan keadilan saat melakukan peliputan, wartawan juga dalam rangka menjalankan ketentuan Undang-Undang karena wartawan tidak dapat dihukum. Selain itu, terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara’’. Dengan maksud penjelasan pada Pasal 4 Ayat (1) adalah bahwa, “Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggungjawab profesi dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers’’.
Makna perlindungan hukum yang tertuang pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat ditafsirkan dalam arti luas. Dengan demikian, sepanjang wartawan sedang dalam melaksanakan tugas jurnalistik, maka tidak boleh ada unsur pemerintah maupun masyarakat yanf tidak memberikan perlindungan terhadap wartawan. Pasal 8 merupakan salah satu keutamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kerena menjadi dasar hukum terhadap wartawan dapat memiliki akses terhadap pejabat pemerintahan untuk dimintai menjadi narasumber. 
Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ini dapat menyebabkan wartawan menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa ada campur tangan apapaun dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai aturan turunan berupa Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 mengenai Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Bahwa dalam melaksanakan Undang-Udnang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistik. Isi dari Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 sebagai berikut:
a. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalitisknya memenuhi hak mayarakat memperoleh informasi
b. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindugnan hukum dari negara, masyarkat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.
c. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekesasan, pengambilan, penyitaan, atau perampsaan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
d. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.
e. Wartawan yang digugaskan khusus di wilayah berbahaya dan konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penutasannya.
f. Dalam penugasan jurnalsitk di wilayaj konfilik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.
g. Dalam perkara yang menyangkut masalah jurnalistik, perushaan pers diwakili oleh penganggungjawabnya.
h. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik penganggungjawabnya hanya dapat ditanyai mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
i. [bookmark: _Toc172118053]Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalitik dan atau hukum yang berlaku.

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Penerapan dari sebuah Undang-Undang merupakan hal yang diharapkan agar dapat menciptakan kepastian hukum. Pelakasanan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah bentuk interaksional mengenai tujuan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Proses penerapan untuk mencapai tujuan dari tindakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan yaitu:
a. Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
b. Pasal 4 : (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai haksasi warga negara. (2) terhadap pers nasional tidak diperkenankan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. (3) untuk menjadmin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluasakan gagasan dan informasi. (4) dalam memeprtanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.
c. Pasal 8 : dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
d. Pasal 18 : setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menhalangi pelaskanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
Selain itu, terdapat langkah pelaksanaan dalam menyenelesaikan kasus sengketa yang melibatkan pers dengan masyarakat. Menurut Bagir Manan, sengketa pers adalah sebuah sengketa yang diakibatkan profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh pers. Sengketa yang melibatkan pers namun bukan berkaitan dengan kegiatan jurnalistik bukan termasuk sengketa pers. Apabila terdapat wartawan yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dalam melaksanakan profesinya tidak dapat dikatakan masuk sengketa pers. Dengan demikian, perbuatan wartawan yang tidak melakukan perbuatan pers maka tidak dilindungi kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
Sengketa pers dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, pers sebagai pangkal senketa yang bersumber dair pemberitaan pers yang dimuat dalam karya jurnalistik yang pelakunya adalah wartawan dalam melakasnakan profesinya. Kedua, pers sebagai korban yang berkaitan dengan hambatan-hambatan atau pembatasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurut Bagir Manan pihak yang melakukan sengketa pers terdiri dari:
a. Sengketa perseorangan yang bersifat individu.
b. Sengketa perseorangan sebagai pejabat publik (individual public authority).
c. Sengketa dengan kelompok masyarakat (Social Comunity)
d. Sengketa dengan lembaga pemerintah seperti kementerian, Polri dan lain-lain.
Dari berbagai pihak yang sengketa melibatkan pers, seperti perorangan, pejabat publik secara perorangan, kelompok masyarakat, atau dengan lembaga pemerintahan. Hal tersebut terjadi hambatan terhadap perlindungan wartawan karena perlakuan pemerintah atau kekuasaan publik yang dominan (pressure grups). Pembatasan terhadap kemerdekaan pers yang dilakukan oleh negara terjadi dengan berbagai cara seperti melalui pengaturan hukum dan penindakan hukum dengan kriminalisasi terhadap wartawan dengan pemidaan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengekangan terhadap kemerdekaan pers terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif merupakan bentuk pembelengguan berupa penghukuman terhadap perbuatan sebelum ditindak. Sedangkan tindakan represif berupa penindakan yang dilakukan dengan pengaturan hukum.
Dalam penegakan hukum diperlukan langkah menemukan keadilan dalam menciptakan harmoni antara pers dengan masyarakat. Ketika menentukan mekanisme penyelesian sengketa terhadap pers maka perlu menentukan pengaturan hukum yang tepat. Dalam menentukan peristiwa, layak secara hukum mengenai syarat hukum suatu perkara secara prosedural terhadap kelayakan berperkara. Karena suatu sengketa yang terjadi karena perbuatan pemberitaan jurnalistik perlu menggunakan mekanisme penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana ketentuan hukum yang didahulukan seperti mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Oleh karena itu, para penegak hukum yang memeriksa penggeunaan Undang-Undang Pers menerapkan hukum pers sebagai ketentuan hukum yang didahulukan sudah seharusnya menjadi gugatan yang diterima dalam persidangan.
Hukum Pers atau biasa disebut dengan Undang-Undang Pers memuat dimensi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, tidak hanya terbatas pada hukum materil tetapi juga hukum acara seperti pada hak jawab. Aturan hukum sebagai sengketa melibatkan pers dilakukan dalam rangka penegakan pranata hukum (legal institusion) sebagai pranata sosial pers melakukan fungsi tugas sosial seperti menjalankan fungsi sarana informasi, dan sarana komunikasi. Dengan analogi “pers adalah jendela dunia, tanpa pers masyarakat akan berada dalam kegelapan”. 
Selain itu, pers juga sebagai pranata politik, pers kadang disebut sebagai pilar keempat kekuasaan selain eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers adalah penghubung informasi seperti halnya partai politik, yang melakukan kontrol kekuasaan pemerintahan yang sedang berkuasa agar tidak melakukan pernyelewengan secara sewenang-wenang oleh kekuasaan. Pers sebagai pranata politik juga melakukan kritik dan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dilakukan. Dalam tatanan demokrasi hal ini diperlukan karena pers menegakan keadilan, kesejahteraan sosial, demokrasi, negara hukum serta penegakan prinsip konstitusional.
Dewan Pers merumuskan mekanisme penyelesaian masalah pemberitaan pers. Hal ini dilakukan karena mekanisme penyelesaian akibat pemberitaan pers melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 belum mengikat. Pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mewajibkan adanya Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam penegakan hukum justru mengedepankan pasal perdata dan pidana karena Undang-Undang Pers diangkat kurang lengkap. Dalam melaksanakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pers tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata dan tuntutan pidana. 	

D. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah bentuk interaksional mengenai tujuan untuk melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya. Penerapan sebuah Undang-Undang merupakan hal yang diharapkan untuk menciptakan kepastian hukum. Terdapat pelaksanaan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pers dengan masyarakat melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3). Alur rangkaian mekanisme hak jawab kepada Dewan Pers melalui jalur mediasi hingga Dewan Pers menerbitkan rekomendasi. Apabila tidak memenuhi kesepakatan maka dapat melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak secara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai peneriksaan dalam ranah persindangan adalah tindakan penegakan hukum. Namun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum mengatur kompetensi yang dilakukan sebagai wartawan, padahal prasyarat ini penting sebagai wartawan dalam menjalankan profesinya.
2. Hambatan terkait pengaturan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat berasal lembaga pers yang dinauingnya, oleh sebab itu wartawan harus berpegang teguh pada pendirian pribadi dan juga kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Terdapat beberapa hal-hal yang harus diketahui tidak adanya pengakuan yang sama terhadap Undang-Undang Pers bagi masyarakat, kepolisian dan negara. Sehingga peran ketiga perangkat negaraanpenting untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Pers. Secara psikologis banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pers dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Perbedaan pemahaman antara wartawan dengan penegak hukum dalam mengambil keputusan. Dengan adanya pro-kontra mengenai Undang-Undang Pers sebagai lex specialis. Undang-Undang Pers harus disempurnakan karena masih terdapat kelemahan. Ketentuan pidana yang perkaitan dengan Pasal 18, hal tersebutlah yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
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